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Pujt svukur kami panjatkan kehadirat Tohan Yang Maha Esa, vang telah melimpahkan
rahmat, karunia dan bimbingan-Nva dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Publik Tahun 2022 olch Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIDY)
Pembaniu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Laporan tshunan i kami susun sebaga bentuk pertanggungjawaben pelaksanaan
kelembagaan PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022

Akhimya penyusun menvadan sepenuhnyva bahwa laporan ini masith jauh dari sempurna,
oleh karena ity dengan segala kerendahan hati penvusun memohon kritik dan saran demu
perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapal memberikan suatu manfaat bagi pembaca
dan semua pihak yang ferfibat dalam penyvusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan
Dokumentas: Pubblk Tahun 2022,
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BAB 1

GAMBARAN UMUM
KREBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bapi pengembangan pribadi dan
lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencan, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengetahul dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
vang tersedia Hak memperolch mformasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan
informasi publik merupakan salah satu cin penting pemerintahan demokratis yang menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan penpawasan publik
terhadap penyelenggaraan pemenmtahan‘badan publik dan segala sesuatu vang berakibat pada
kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan
salah satu upayva untuk mengembangkan masyarakat informass

Keterbukasn informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap omang memperoleh
informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam 1D 1945 Pasal 28 F.
vang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informas:
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia

Hak atas informas: menjadi sangat penting karena makin terbuka penvelenggaraan negara
untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-jawabkan Hak
sctiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(KIP) sangat penting sebaga landasan hukum vang berkaitan dengan
I} Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentas::

2) Kewajiban badan publik menvediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi
secara mudah, cepat. cermat, akurat, transparansi, akuntabel danproporsionalitas;

i} Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;

41 kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan
maka akan tercipta pemerintahan yang baik, Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi
diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungiawab dan berorientasi pada pelayanan
publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemenntahan yang baik (goed governance), vakni
terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi
masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai,



Sebagal  bentuk  komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Probolinggo  terhadap

keterbukaan informasi publik dan wujud pernvataan kepatuhan kepada Undang-Undang
keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemenntah Kota Probolingge mengimplementasikan
UL KIF tersebul, Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewwudkan

terciptanya open government (pemerintahan vang terbuka) di Kota Probolimggo.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Kanigaran Kota

Probolinggo sebaga benkut :

5y

Undang-undang Nomor |7 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecildalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
15 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551;

Undang-undang Nomor 14 Tabun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia)

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraTahun
2014 Nemor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5387)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Peblik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menten Dalam Negen MNomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam MNegeri dan
Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layvanan Informasi Publik,

Peraturan Daerah Kota Probolmggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susonan
Perangkat Daerah;

Adapun Struktur Organisasi, Susunan Pejabat, Susunan Keanggotaan Sekretariat Pengelola

Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Kecamatan Kaniparan Kota
Probolinggo sebhagai berikut



STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEMBANTU KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

ATASAN PPID PEMBANTU

FPID PEMBANTU
SEKRETARIS CAMAT

— |
BIDANG
_ BIDANG PELAYANAN _BIDANG
SEKRETARIAT PENGOLAHAN INFORMASI FASILITASI
PPID DATA DAN DAN SENGRETA
PEMBANTU KLASIFIKASI DOKUMENTASI INFORMASI
INFORMAS]
KASUBAG TATA KASI KASI TRANTIB
LisAHA KASI PELAY AR AR

PEMERINTAH
A




SUSUNAN PEJARBAT

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI{PLID) PEMBANTU

KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

Kanigaran Kota Probolinggo
|

NO JABATAN REDUDUKAN DALAM TIM
| | Camat Kanigaran Kota Probolinggo Atasan PPID Pembantu
2 | Sckretans Kecamatan Kanigaran Kota PPID Pembantu
Probolingao
3 | Kasobag. Tata UUsaha Kecamatan Kanigaran Sekretariat PPID Pembantu
Kota Probolinggo
| 4 | Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bidang Pengolahan Data dan

kiasifikasi Informasi
|

5 | Kepala Seksi Pelayanan Fecamatan Kanigaran
Kota Probolingpo

Bidang Pelayanan Informas: dan
Dokumentasi

6 Kasi Trantib Kecamatan Kanigaran Kota
| Probolinggo

Bidang Fasilitasi Sengketa
Informasi
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BARB 11
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKIUMENTASI PURLIK

Sarana dan Prasarana Pelavanan Informasi dan Dokomentasi Publik

Setiap permohonan informasi vang diajukan di lingkungan PPID Pembantu akan
dilayam sesuai dengan prosedur lavanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang
bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilavam di
Ruang PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan
softcopy vang sudah mendapat legitimas: pimpinan, Operasional layvanan informasi yang
dilaksanakan di ruang PPID pada jam Kkerja. Namun diluar jam kerja tersebut masih
dimungkinkan bag pemohon informas) untuk menggunakan haknya dan o bisa dilakukan
dengan mengpunakan sarana media komunikasi vang ada tanpa harus datang langsung ke
kantor Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, seperts surat dan emal

Selain membenkan layanan informasi atas dasar permuntaan, PPID Kecamatan
Kanigaran Kota Probolinggo juga secara proaktif memberikan layanan informasi
imengumumkan informasi secara berkala) Situs resmi PPID Pembantu Kecamatan
//kec-kanigaran proboling

Kamigaran Kota Probolinggo (hit coia po id) menjadi sarana

utama dalam penyampasan informasi publik Kecamatan Kamgaran Kota Probolinggo vang
termasuk dalam kategon informasi vang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
sesumtpasal 9 UU KIP.

Dalam situs website PPID Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo masyvarakatl dapat
langsung mehihal transparansi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Adapun rincian sarang dan prasarana pelayvanan informasi dan dokumentasi publik
dapat dirinci sebagai berikut
1} Website Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

(hitps./kec-kanigaran probolinggokota go.1d)
2} Contact Center (email desk informasi,dan ielepon)
= Emml - keckamparani@probolinggokota go.id
- Desk Informasi ;| Kantor Camat Konigaran Kota Probolinggo

I Slamet Rivadi Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo

- Telepon {0335) 427550



Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan

dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan dan atau pelavanan informasi publik serta sengketa informasi PPID Pembantu

Kecamatan Kanigaran Kotg Probolinggo vangmempunyal tugas sebapail berikut

1}
2)

3)

4)

5)

&)

Membantu PPID Utama melaksanakan tangeung jawab, tugas dan kewenangannva;
Menvampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan palingsedikit
& (enam ) bulan sekali atau sesual kebutuhan;

Melaksanakan kebyakan tekms informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinva;

Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon
informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip — prinsip pelavanan
prima;

Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di
Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo menjadi bahan informasipublhik, dan
Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan tekms dan pelayanan informasi dan
dokumentasi kepada PPID Utama secata berkala dan sesuai dengan kebutuhan

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber dava manusia petugas PPID Pembantu

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo maka dilaksanakan kegiatan untuk mendukung

penguatan PPID,

Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan vang terkait dengan PPID Pembantu

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo tahun Anggaran 2022,
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BABIN
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Kegiatan vang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetalwan dan pemahaman tentang keterbukaan
mformasi publik, telah mengikut beberapa kali pelaksanaan kegiatan, acara atau rapat
koordinasi pada tahun 2022 meliputi :
| Mempelajan Regulasi Keterbukaan Informasi yaitu Undang-Undang Republik Indomsesia

Momor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komis Informasi
Momor | Tahun 2000 Tentang Standar Lavanan Informas Publik,

Jumlah Pemohon Informasi dan Dokomentasi Publik

Pada tahun 2022 PPID Pembaniy Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo belum

menenma permohonan [nformas,

Wiaktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolingge melavam permohonan
informasi di kantor pada saat jam kerja, melalui permohonan informast maupunmelalus surat

miasuk.
Jumlah Pemohon Informasi Publik vang dikabulkan

Pada tahun 2022 PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo belum

menerima permohonan informasi,

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak

Pada tahun 2022 PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo belum

menenma permohonan informasi



BAB YV
KRENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAANINFORMASI
DAN DOKUMENTAS] FUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadap beberapa kendala vang

dapat diuraikan sebagai benikut

I} Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik. Jumlah persomil yang
terbatas dalam pengelolaan mformasi dan dokumentasi hal imi dikarenakan pengelolaan
mformasi dan dokumentas: merupakan tugas tambahan di samping lugas-tugas lain yang
diberikan pimpinan.

2} Reterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi publik di PPID Pembantu
Kecamatan Kamgaran Kota Probolinggo.

31 Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik belum secara merata di pahami oleh
seluruh pegawar Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

4)  Belum adanya ruang PPID vang representatil

10



BARB VI
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendas: dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan
informasi dan dokumentasi publik di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo adalah sebagai
berikut
1y Menyiapkan pengelola yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi.

2)  Meningkatkan  kompetensi  pengelola  informasi  dan  dokumentasi  melalw
pelatthan kursushimtek.
3} Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabatstaf di

berbagai kesempatan
4)  Menyiapkan ruang PPIT vany representatif,
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BAR VII
PENUTUP

DCremikian Laporan Tehunan Pelavanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun
2022 vang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembaniu
Kecamatan Kanigaran Kota Probolingge. Diharapkan Laporan ini dapat memberikan gambaran
mengenal berbagai capaian kKinerja guna mendukung pelaksanaan kepiatan layanan informasi dan
dokumentasi di PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo,

Selanjutnya kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target
dan sasaran yang telah ditetapkan, Kiranya laporan mi dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus
dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan
informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Probolinggo,  Januan 2022

12



Daftar Informasi Publik
Kecamatan Kanigaran

A. Informasi Yang Diumumkan Secara Berkala

o Ringkasan Isi | " enanggung Waktu Pembuatan Bentuk Jangka Waktu Jenis Media
No. Judul Informasi Jawab Pembuat - . | Informasi yan yang Memuat
i ~ Informasi Informasi /Penerbitan Informasi Tersedia 9 | Penyimpanan ormasi
1. | Usulan Mursenbang Usulan warga/RT | Kasi Pemmas Jadwal Musrenbang Hasil 1 Tahun. Berupa Dokumen
dan RW Kecamatan Musrenbang / Daftar Hasil
tingkat Musrenbang
Kecamatan
2. | Laporan Realisasi Anggaran | Kegiatan Kasubag | Jadwal Pembuatan Dokumen 1 Tahun. SIMRAL & SIPD |
Kecamatan Program dan laporan keuangan
Keuangan Perbulan
3. ﬂ:lihasf Portal Emas Semua Jenis Kasi Pelayanan | Warga m&n%ajulmn Portal Emas 1 Tahun, Aplikasi Portal |
hrﬂhnlln%ﬁu smart Digital Pelayanan permintaan Pelayanan Emas
; elayani Masyarakat)
4, | Laporan Kinerja RT/RW Mengisi form Kasi | Permintaan Laporan | Dokumen 3 Bulan. Rekap Laporan
. kinerja RT/RW Pemernntahan kinerja dari Kecamatan | Kinerja RT / RW
5 [ Jadwal PAM Terpadu Piket jaga Kasi Trantib | Jadwal Piket Linmas/ | Jadwal Pikel 1 Bulan Daftar Fiket 7
Linmas di Tiap awal bulan Limas Linmas
I | Kecamatan
B. Informasi Yang Serta Merta
' Waktu ' - I = N
Penanggung Bentuk Jenis Media
No. Judul Informasi Ringkasan Isi Informasi = Jawab Pembuat ;E";:ftﬁﬁ" Informasi i.raang “;,1':.9';:1 wfltat# ?HT‘? Memuat
Informasi I:fnmmai“ Tersed yimpa Informasi
1. | Pemerlu Kesejahteraan Data Kasi Pemas | Jadwal Data "1 Tahun. Data Exel
Sosial 1. Anak Yatim Permintaan
2. Disabilitas Data
3. Dhuafa
4. Fakir miskin :
2. |Inovasi Daerah Berupa usulan inovasi Kasi Pelayanan | Permintaan ‘Data Inovasi 1 Tahun. | File / Berupa
| usulan Inovasi Kelurahan | Dokumen




3. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kepuasan Pelayanan Kasi Pelayanan Selama ' Data IKM 1Taehun. [ File/Berupa
(IKM) Masyarakat yanan Dokumen
riangsung |
‘4. Dala Keagamaan Berupa Jumiah Kasi Pemerintahan | Permintaan File / Dokumen 1 Tahun. File | Dokumen
1. Toga/Tomas { Kasi Pemas Data
2. Masjid/Musollah
3. Gereja
il | 4. Anak Yatim dll,
5. | Data Parwisala Permintaan Data Kasi Pemenntahan | Permintaan 'File / Dokumen 1 Tahun, File { Dokumen
1. Restoran Data
2. Rumah makan
3. Kedai
4. F’engmai‘fl
g- Tempat Hiburan
7. Hmm
B. Catering dll
6 | Penanganan Konflik 1. ODGJ Kasi Pemas / Kasi | Laporan Melalui Laporan | 1 Bulan, 1P/ WA
2. KDRT Pelayanan / Kasi | Masyarakat dan | Masuk Medsos
3. Lahan Pertanahan Trantib RT/RW Kekelurahan
4. Waris
| 5. Mediasi
C. Informasi Yang Setiap Saat
No. | Judul Informasi Ringkasan Isi [ Penan g Waktu Pembuatan | Bentuk - Jangka Waktu | Jenis Media
Informasi Jawab Pembuat | /Penerbitan Informasi | Informasi yang | Penyimpanan rang Memuat
_ B Informasi Tersedia formasi _
1 Portal Emas Semua Jenis Kasi Pelayanan | Warga man?:ajukan Portal Emas 1 Tahun, Aplikasi Portal
Pelayanan permintaan Pelayanan Emas
2. | Agenda Kegiatan Kecamatan | Surat Undarg Kasubag TU Undangan Masuk Isi Undangan 1 Bulan, | Undangan
| dari semua Kecamatan




D. Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Jangka Waktu
(disebutkan jangka waktu
nya)

Mangamankan proses
penyusunan h.-al:auakan

I
N roRat Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik
NO. (barlsl Inform :'? bartarty Dasar Hullrnuf: Fm?acuallhnn (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)
yang akan dikecualikan) -
Dibuka Ditutup
1. | Dokumen hasil Musrenbang Fasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun Selama belum ditetapkan dalam | Dapat menggangagu proses
‘yang belum ditindak Ianjuh 2008 tentang KIP renja SKPD penyusunan kebijakan
2. | Proses penyelesaian sengketa/ | Pasal 17 hurufa UU No. 14 Tahun Sampai dengan diserahkan ‘Menghambat proses
konflik lingkungan Di 2008 tentang KIP kepada penuntut (jaksa) penyelesaian sengketal
Kecamatan Kanigaran penegakan hukum
3. | Data eks narapidana Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun | Selama belum ada permintaan Dapat mengungkap data
2008 tentang KIP dan pejabat yang berwenang pribadi seseorang
UU No. 38 Tahun 1899 tentang
HaM
4, | Dokumen laporan kejadian di Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun Selama belum ada tindak lanjut | Dapat menghambat proses
Kecamatan Kanigaran 2008 tentang KIP dari laporan kejadian yang penysiesaian masalah
masuk keamanan dan keteriban
= . S masyarakat
' 5. Informasi hasil rapat Pasal 17 huruf | UL No. 14 Tahun | Selama belum ada tindak lanjut | Dapal menggangu proses
Pemerintah Daerah yang 2008 tentang KIP dari SKPD pengolah surat penyusunan kebijakan
bersifat tertutup, meliputi Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No.
- - Laporan singkat 43 Tahun 2008 tetang Kearsipan
| - Catatan rapat
= Fizalah
- Slide presentas dan/atau
rekaman, transkrip
suara/pembicaraan, dan
| keputusan rapat tedutup yang
| bersifat rahasia . e oo e S S | S S .
6. | Dokumen penerima Layanan Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun | Tidak terbatas Mengungkap rahasia pribadi
Publik 2008 tentang KIP Sesaarang
7. | Dokumen laporan pengaduan | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun Sampai dengan hasil Menurunkan kredibilitas dari
2008 tentang KIP penyelesaian dari laporan | Pemerintahan dalam
| pengaduan

Kelancaran prncses
penyelesaian sengketa /
penegakan hukum

‘ Mefindungi Hak Asasi

Manusia

peisyanan

Melindungi data pribadi

Mengamankan proses '
| penyusunan kebijakan

| Melindungi privasi

penerima layanan dar
orang lain yang tidak
bertanggung jawab

Menghindari terjadinya
kesalahpahaman informasi

| dimata publik



M;gamankan PrOSEs
penyusunan kebijakan

Melindungi alat buki untuk

orang yang tidak bertanggung I persyaratan pendaftaran

disiplin dan dalam proses
dijatubi hukuman :

- Proses hukuman disiplin
pegawal negen sipil, keberatan
atas hukuman disiplin PNS, dan
peninjauan kemball atas
hukuman disiplin PNS

- Proses pemberhentian PNS

- Proses keputusan
pambarhentian sementara
karena dilakukan penahanan

| pihak yang berwajib

2008 tentang KIP

Keputusan

hak kepemilikan atas tanah

Melindungi data pribadi

Melindung data pribadi
yang bersifat rahasia

8 | Disposisi memorandum dan « Pasal 17 hurufi UU No. 14 Tahun | Selama belum ada tindak lanjul =~ Dapat mengganggu proses
nota dinas di Lingkungan 2008 tertang KIP dar SKPD pengolah surat penyusunan kebijakan
Pemernintah Daerah yang « Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU NO.
menurul sifatnya harus 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
dirahasiakan

9. | Kutipan Buku Letter C « Pasal 17 hurufi UU No. 14 Tahun | Selama belum ada permintaan | Dapat disalahgunakan oleh

2008 tentang KIF resmi dan yang berkepantingan
s PP 24 Tahun 1997 tentang jawab
_ Pendaftaran Tanah |
10. | Elektronik & non elektronik PNS | Pasal 17 huruf h UL Mo. 14 Tahun Tidak terbatas Mengungkapkan data pnbadi
— 2008 tentang KIP - yang bersifat rahasia
11. | Dafiar penilaian prestasi kerja |«  Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun | Selama masih beraku atau atas | Mengungkap data pribadi
/DP3 | SKP PNS 2008 tentang KIP persatujuan PNS yang yang bersifal rahasia
« LU MNo 43 Tahun 1989 tentang bersangkutan/ pihak yang
. Kepegawaian berwenang
12. | ldentitas PNS yang melanggar | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun Sampai diterbitkan Surat Mangungkap rahasia pribadi

PNS

Melindung! data pribadi
PNS yang bersifat rahasia

Probolinggo, 23 Februari 2023




KEPUTUSAN CAMAT KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR - 007/597/425 504,/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI] (PPID)

Memmbang

Mengingat

PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 12 avat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun juncto Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteni Dalam Negen Nomor 35

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolasn Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemenntah Dacrah Pembantu

Kota Probolinggo vang ditetapkan dalam Keputusan Camat Kanigaran Kota

Probolinggo.

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Dacrah Kota Keeil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jlawa
Tengah, dan Jawa Barat (Benta Negara Repubhk Indonesia tanggal 14
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
15 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19534
MNomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momer 551,

2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tefah diubah beherapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tabhun 2008 tentang
perubahan Kedua Atas Undanga-undang MNomor 32 Tahun 2004
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4844 )

3. Undang-undang Nomor 14 Tabun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Fublhik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Momor);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
MNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan



Undeng-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi
Publik { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5149,

. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
PedomanPengelolaan Kevangan Dacrah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomaor
21 Tahun 2011;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
PedomanPengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
LingkunganKementrian Dalam Negen dan Pemenntah Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Kebebasan Memperoleh Informasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2003 Nomor & 5en E),

. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Momor 22 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Kevangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Probolimggo Tahun 2006 Momor 22);

10, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor |4 Tahun 2020 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14);

12, Peraturan Walikota Probolingge Nomer 190 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Orpanisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serfa tata
Kena Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

13. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 229 Tahun 2019 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolagn Kevangan Daerah [ Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomaor 229);

4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023{Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Momor 171);

15. Peraturan Komis Informasi Momeor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Lavanan Informasi Publik;



Menetapkan
KESATU

KEDLA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKEAN:

: Menumjuk  Pejabat  Pengelola Informasi dan  Dokumentasi (PPIDY)

Pembantu di Lingkungan Kecamatan Kanigaran kota Probolinggo;
Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Lingkungan Kecamatan Kamgaran Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dan tugasnva tercantum dalam Lampiran | dan [
Keputusan ini;
Pejabat Pengelola Informasi dan  Dokumentasi (PPID)
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA beranggung
jawab dan melaporkan hasilnya kepada Camat Kanigaran Kota Probolinggo;
Segala biava vang timbul sehagai akibat diterbitkannya keputusan i
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemenntah Kota
Proboinggo pada Pos Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo,
Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan - di Probolinggo
pada tanggal ¢ Januan 2023

NIGARAN

SALINAN disampaikan kepada Yth

1. Atasan Ketus PPID Utama Kota Probolinggo {sebagan laporan),
2. Ketus PPID Utama Kota Probolinggo (sebaga laporan);



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN CAMAT KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO
NOMOR » D07/397/425.504/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU DI LINGKUNGAN

CAMAT KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN DOKUMENTASI{PPID) PEMBANTLU
DI LINGEUNGAN CAMAT KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

NO JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI

KEDUDUKAN

[ Camat Kanigaran Kota Probolinggo

. Atasan PPID Pembantu

2| Sekretaris Kecamatan Kamigaran Kota Probolinggo

PPID Pembantu

3. | Kasubag Tata Usaha Kecamatan Kanigaran Kota
Probolinggo

BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Sekretaris

4, Kasi Pelayanan Kecamatan I{ammmn

Ketun |

5. | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kanigaran Keetua 1

6. | Staf Seksi Pe Iayal;an dan Seksi Pemberdavaan
Masyarakal Kecamatan Kamgaran

Anggota

' BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

T Fasi Pemenntahan Kecamatan Kanigarin Boctua 1
8 Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan RKetua 11
Kanigaran
4, Staf Seksi Pemerintahan dan Subbag Program dan Anggota
Keuangan
BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI o
10 | Kasi Trabntib Kecamatan Kanigaran Ketua

8] Staf Seksi Trann

12 Staf Seksi Trantib




LAMPIRAN 11
KEPUTUSAN CAMAT KANIGARAN KOTA PROBOLINGGC
NOMOR : 007/597/425.504,/2023

TENTANG

PENUNIUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTLU DI LINGKUNGAN
KECAMATAN KANIGARAN

KOTA PROBOLINGGO

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN DOKUMENTASI {PPID) PEMBANTL
DI LINGKIINGAN KECAMATAN KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO

Mo

Kedudukan Dalam PPID

Tugas

2

3

Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPIDY) Pembantu

Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaanlayanan
informasi publik;

Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap
pelaksanaan layanan informasi publik;
Mengkoordinasikan  seluruh  kegiatan  pelayanan
informasi  publik  di lingkungan  Kecamatan
Kanmigaran Kota Pobolinggo,

Pejabat  Pengelola  Informasi dan
Dokumentasi { PPID) Pembantu

h.

Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan
secara tertulis oleh pemohon informai publik serta
mengikuti proses atas sengketa informas: vang
diajukan oleh prhak pemohon;
Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap
pelaksanaan layanan iformasi publik;
Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memben pelayanan informasi pubhk;
Mclakukan venfikasi bahan informasi publik;
Melakukan uji konsekuensi atas informasi vang
dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang
berlaku dan analisa kajian terhadap data dan
informasi terkait; i
Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan '
informasi dan dokumentasi;
Menyediakan informas: dan dokumentas: untuk
diakses oleh masyarakat,
Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai |

dengan ketentuan perundang-undangan;

. Meminta dan memperoleh informas dan unit kerjad

lingkungan Kecamatan Kanigaran Kota Pobolinggo;

. Membenkan pertimbangan dan kajian cakupan

pemberan, informasi, tujuan permintaan informasi
sera mekamsme pembernian informas:;

- Membuat, mengumpulkan, serta memelihara ,

informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan |
tugas pokok dan fungs: organisasi; |
Melaksanakan koordinasi pemberian pelavanan
informasi antara PPID Pembantu dan/atau pejabat
struktural dan fungsional di lingkungan Kecamatan
Kanigaran Kota Pobolinggo.

Sekretaris Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)

4. Melaksanakan koordinas penyusunan program
b.
€.

d.

pengelolaan informasi dan dokumentasi,
Melaksanakan  koordinasi  dan  konsolidasi
pengumpulan informasi dan dokumentas:;
Melaksanakan  koordinasi  dalam  rangka
penyediaan dan pelayanan informasi publik;
Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian




pelayanan informasi dan dokumentasi;

. Melaksanakan monitonng, evaluas: dan pelaporan

kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentas,

. Mengadministrasikan  pelavanan  informas:  dan

dokumentasi,

Pejabat  Pengelola  Informasi dan
Dokumentas: (PPID) Pembantu Bidang
Pelayanan dan Pengelolaan Informas

. Melaksanakan

Melaksanakan perencanaan program di Bidang
Pelavanan dan Pengelolaan Informasi,
pelayanan  dan  pengelolaan
informasi;

Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di
Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi;

. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi,

Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam
rangka pelayanan informasi publik;

. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan

informasi publik,

Pejabat  Pengelola  Informasi  dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang
Pengolahan Data danlokumentasi

. Melaksanakan perencanaan Fn‘n-gram_dl Eaﬂng;

Pengolahan Data dan Dokumentasi,

Melaksanakan konsultasi  klasifikasi  informasi |
publik;
Meclaksanakan  inventarisas pengklasifikasian |

informasi dan dokumentasi;

. Menyusun perimbangan tertulis atas sehapkebija kun

dalam rangka memenubs permohonan informasi,

. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;

Pejabat Pengelola Informasi  dan
Dokumentasi {PPID) Pemhnnmﬂldangl
Pengaduan dan Penyelesaian ':i-englmla,
Informasi

Melaksanakan  perencanaan  program  Badang |
Pengaduan dan Penyelesalan Sengketa Informasi; |

. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan

penvelesaian sengketa informasi,

Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendas |
atas  pengaduan  atau  keberatan/mediasi/ajudikasi |
informass; |
Melaksanakan advokasi penyelesaian

mediasi‘ajudikasi informasi.




PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

KECAMATAN KANIGARAN

Jalan Slamet Rivadi Mo,  Telp. (0335) 427550
PROBOLINGCO 67213
e-mail : keo kamgarani@probolinggokota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR @ 007/597/425 5042023

TENTANG
PENUNIUK AN PEJARAT PENGELOTLA INFORMASI DAN NOETMMENTAST (PP
PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan
Femenntan Nomor 01 fabun fUIU Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun juncto Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 35
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perfu ditetapkan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPITY) Pemenntah Daerah Pemhbantuy
kota Probolinggo yang ditetapkan dalam Keputusan Camat Kanigaran Kota
Probolinggo,

Mengingat ¢ 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-

[aerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinst Jawa Timur, Jawa

Tengah, dan Jawa Baral (Berita Negara Repubhik Indonesia wnggal 14

Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

I3 Tabhun 1954 (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1954

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 551,

Undane- Undane MNomor 32 Tahon 2004 tentanpe Pemerintahan Daemhb

( Lembaran Negara Tahun 2004 Momor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008  tentang

perubahan Kedua Atas Undanga-undang Nomor 32 Tahun 2004

1 mmharen T"«:-._"g:i-:':‘. q;":'.:::!'r!“. Ipdomesis Tabuug WA Mepdin 50 Tamilwahan

Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4844,

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)

B



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Pemerintah Momor 61 Tahun 2010 tentang Pclaksanaan
Undang-undang Momor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi
Publik {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, schagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011

7. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelavanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemeérintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Kebebasan Memperoleh Informasi (Lembaran Dacrah Kota Probolinggo
Tahun 2003 Nomor 6 Seri E).

O Peraturan Dasrah Eaoils P.rul:m-'h'nml_n Foapsr 7 Talom 20060 teniang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Probalinggo Tahun 2006 Nomor 22);

10, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Il Peraturan Dacrah Kota Probohinggo MNomor 14 Tahun 2020 tentang
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran
2023{ Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomaor 14);

12. Peraturan  Walikota Probolinggo Nomor 190 Tahun 2019 tentang
Keduduban Susunan Drganisasi lmian Topas dan Fungsi Seria  tain
Kerja Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

13. Peraturan Wali Kota Probolinggo Momor 229 Tahun 2019 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 229):

14 Peraturan  Walikota Probolingge Nomor 171 Tabun 2020 tenlang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 Berita Dacrah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomaor 1713

I5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 temang Standar
Lavassn Informasi Publil

MEMUTUSKAN:

Menunjuk  Pejabat  Pengelols  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID)
Pembantu di Linghkungan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di
Lingkungan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo schagaimana dimaksud
dalom Thiclem KFSATLT dan lugasnva tercantiom dalam Fampiran | dan 11
Keputusan mi;

Pejabat  Penpelola  Informasi dan  Dokumentasi  (PPID} Pembantu



schagaimana dimaksud dalam Dikium KEDUA benanggung jawab dan
melaporkan hasilnya kepada Camat Kanigaran Kota Probolinggo,
EEEMPAT Segala baya vang tmbul scbhagai akibat diterbitkannva keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota
Proboinggo pads Pos Kecamatan Kanigaran Kots Probalingso
KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal Januan 2023

SALINAN disampaikan kepada Yth

|, Atasan ketua PPID Utama Kota Probolinggo (sebagai laporan);
2. Ketua PPID Utama Kota Probolinggo (sebagai laporan),



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO
NOMOR - DOT/597/425.504/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (FPID) POMBANTU DI

CAMAT KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

LINUKUNGAN

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI {PPID) PEMBANTLU
DI LINGKUNGAN CAMA T KANIGARAN KUTA PROBOLINGGO

th-uimgg::r

NO JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI KEDUDUKAN

1. | Camat Kan Igaran Kota Probolinggo Atasan PPID Pembuntu .
2. | Sekretaris Kecamatan Kamigaran Kota Probolinggo PPID Pembantu i
3. | Kasubag Tata Usaha Kecamatan Kanigaran Kota Sekretaris

BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

4 | Kasi Pelayanan Kecamatan Kanigaran Ketua |

5 | Kasi Pemherdayaan Masyarakat Kecamatan Kanigaran | Ketua 11 ===
! ;

6. | Staf Seksi Pelayanan dan Seksi Pemberdayaan Anggota

Masyarakat Kecamatan Kampgaran

| BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

| 7. i Rasi Pemenmtahan Kecamatan Kanigaran Ketun |
8. | Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Ketua 11
Kanigaran
9. | Staf Seksi Pemerintahan dan Subbag Program dan Angpota
L | Keuangan |
BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
10. | Kasi Trabntib Kecamatan Kanigaran | Ketua
- | |
11 Staf Seksi Trann | Angeota
12. | Staf Seksi Trantb o Anggota

'TSI}EEE IF':?EI:}E 1 001




LAMPIRANII

EEPUTUSAN CAMAT KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 007/597/425 504/2023

TENTANCG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DUKUMENTASI(FPIL) PEMBANTU DI LINGRUNGAN
KECAMATAN KANIGARAN

KOTA PROBOLINGGO

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGEKUNGAN KECAMATAN KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO

Dokumentasi (PPID) Pembantu

Mo Kedudukan Dalam PPID Tugas
i 2 3
| Atasan Pejabat Pengelola Informasi a  Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaanlayanan
dan Dokumentasi (PPID) Pembantu informasi publik;
b Melakukan monionng dan pengawasan lerhadap |
pelaksanaan layanan informasi publik;
¢. Mengkoordinasikan seluruh  kegiatan pelayanan
nformasi  publik  di  lingkungan Kecamatan
Kanigaran Kota Pobolinggo,
2 Pejabat  Pengelola  Informas: dan | & Mencnma pengajuan keberatan yang disampaikan

secara tertulis oleh pemohon informai publik serta
mengikuti proses atas sengketa informasi vang
diajukan oleh pihak pemohon;

Melakukan  evaluasi dan  penmgawasan  terhadap
pelaksanaan fayanan informasi pabiik,

Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan |
memben pelavanan informasi publik;

Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
Melakukan uji konsckuensi atas informasi vang
dikecualikan dengan  berdasarkan  aturan vang
berlaku dan analisa kapan terhadap data dan |
informasi terkait; |
Melakukan  pemutakhitan atan  pembaharuan
informasi dan dokumentasi; '
Menvediakan informasi dan  dokumentasi  untuk
drukses olch masyarakat,




— =Ex — o Em— ——— war e wm——

h. Menolak membenkan informas: apabila bdak sesua
dengan kefentuan perundang-undangan;

i, Meminta dan memperoleh informasi dan unit kerjadi
lingkungan Kecamatan Kanigaran Kota Pobolinggo;

{. Membenkan pertimbangan dan  kanan cakupen
pemberian, informas:, Tyuan permintaan informasi
serta mekanisme pemberian informasi;

k. Membuai, mengumpulkan, serta memelihama
informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan
tugas pokok dan fungs: organisasi;

|, Melaksanakan koordingsi  pembenan  pelayanan
informasi antara PPID Pembantu danfatay pejabat
struktural dan fungsional di lingkungan Kecamatan
Kanigaran Kota Pobolinggo.

Sckretaris Pejabat Pengelola | & Melaksanakan koordinasi penyusunan program

Informasi dan Dokumentasi (FPID) pengelolaan informasi dan dokumentasi,

b. Melaksanakan  koordinasi  dan  konsolidas
pengumpulan informasi dan dokumentasi:

¢ Melaksimakan  koordmas dalam rangka
penyediaan dan pelayanan informasi publik:

d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian
pelayanan informasi dan dokumentasi;

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kopmtan pempetobmn mformas don dok amontasy,

f. Mengadministrasikan pelayanan  informasi  dan
dokumentas:,

Pejabat  Pengelola Informasi  dan  a. Melaksanakan perencanaan program di Bidang

Dokumentasi (PPID) PFembantu Bidang Pelavanan dan Pengelolaan Informast:

Pelayanan dan Pengelolaan Informasi | b Melaksanakan  pelayanan dan  pengelolaan
informas:;

¢. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di
Bidang Pelavanan dan Pengelolaan Informasi;

d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;

e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam
rangka pelavanan informasi publik;

f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan
mformasi publik.




Pejabat  Pengelola Informasi a. Melaksanakan perencanaan program di Bidang

Dokumentasi  (PPID)  Pembant Pengolahan Data dan Dokumentasi;

Bidang  Pengolahan  Data b Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi

Dokumentas: publik;

| ¢. Melaksanakan  inventansasi  pengklasifikasian
b mast dan dok unseniasi,

d Menyusun perumbangan tertulis atas  setiap
kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan
informasi,

e. Menyiapkan dan memelihara dokumentass,

Pejabat  Fengeloia Informasi  dan| a Melaksanakan perencanaan program  DBidang
Dokumentasi (PPITY) PembantuBidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi;
Pengaduan dan Penyelesaian Sengk b. Melaksanakan koordinasi dalam rangkapenanganan
Informasi penvelesaian sengketa informasi,
¢. Melaksanakan venfikasi, laporan, dan rekomendasi
- alas pongadimn  atau  koboralan/modiasi‘ajudikas
. informasi;
d Melaksanakan advokasi penvelesaian
mediasi/‘ajudikasi informasi,
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